~ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 20 15 TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 75 Tahun 2016,
tanggal 24 Juni 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyeleng-
garaan Analisis Dampak Lalu Lintas telah diatur
bahwa Menteri Perhubungan memberikan pen-
delegasian kewenangan persetujuan hasil Anali-
sis Dampak Lalu Lintas kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat;

b. bahwa sehubungan dengan adanya peninjauan
kembali kewenangan persetujuan hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas pada jalan nasional oleh Men-
teri Perhubungan, perlu dilakukan perubahan ter-
hadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Anali-
sis Dampak Lalu Lintas;

Mehgingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak,
Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No-
mor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 46 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 634);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEHHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TEN-
TANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Men-
teri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Per-
hubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634}, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir a dan ayat (4)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
{1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau
pembangun harus menyampaikan dokumen
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ke-
wenangan kepada :
a. Menteri;
b. gubernur;
c. bupati; atau
d. walikota
(2} Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) menggunakan format sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini.
(3} Menteri, gubernur, bupati atau walikota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} memberi-
kan persetujuan dalam jangka waktu paling
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lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan
perumahan yang diperuntukkan bagi Masyara-
kat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan
untuk perumahan menengah atas, rumah su-
sun, apartemen, ruko serta pembangunan pu-
sat kegiatan dan infrastruktur paling lama. 15
{lima belas) hari kerja sejak diterimanya doku-
men Analisis Dampak Lalu Lintas secara leng-
' kap dan memenuhi persyaratan.

(4) Dihapus.

(6) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dam-
pak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud bada
ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pemban-
gunan perumahan yang diperuntukkan bagi

. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR}.

| 2. Ketentuan dalam Lampiran || Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
634, diubah sehingga berbunyi sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

_______ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 9498

Catatan Redaksi : .
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN )

PRODUK INVESTASI DI BIDANG PASAR MODAL DALAM
RANGKA MENDUKUNG UNDANG-UNDANG

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/P0JK.04/20186,
tanggal 20Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : )

a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan ba-
gian dari sistem penyelenggaraan urusan pemer-
intahan yang berinteraksi secara baik dengan
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lembaga-lembaga negara dan pemerintahan
lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita ke-
merdekaan Indonesia yang tercantum dalam kon-
stitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa bentuk interaksi secara baik tersebut di-
wujudkan dengan memberikan dukungan kepada
kebijakan negara yang dituangkan dalam Undang-




